
BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJAl'IG LEBONG 
NOMOR / :J TAHUN 2018 

TENTANO 

KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASI, TUOAS DAN fUNOSI SERTA 
TATA KERJA DI NAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 

KABUPATEN REJANO LEBONO 

Mcnimbang 

Mengingat 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANO LEBONG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Daerah 
dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentan,g Pembcntukan dan 
S usunan Perangkat Daerah Kabupalen Rejang Lebong 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rejang Lcbong Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Alas Peraturan Daerah Kabupatcn Rejang Lebong 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tcntang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tcntang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234}; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
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Menetapkan : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaJ'IS 
Pemcrintahan Oaerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Peru bahan Kedua Atas Undang-Undartg 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
!Lem baron Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun J 968 TentanS 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pefaksannan Pemerintahan Di Propinsl 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8 . Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan 
Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2016 
Nomor 1385); 

9. Peraturan Kcpalo Arsip Nasionol Nomor 30 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenk.latur Perangkat Daerah Urusan 
Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 134S); 

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susuna.n Perangkat Daerah Kabupate" 
Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan 
Pera tu ran Daerah Nomor 2 Tabun 20 I 8 ten tang 
Perubahan Al.as Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Peraogkat Oaerah Kabupaten Rejang Lebong 
(Lembaran Oaerah Ka bu paten Rejang Lebong Tahun 20 I 8 
Nomor 133). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANC KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORCANISASI, TUCAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA 
DINA$ PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN 
REJ/\NC LEBONC 

BABJ 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupau ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
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2. Pemerintahan Oaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Juasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepubUk Indonesia sebagaunana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelcnggara 
Pcmenntahan Oaerah yang mem.impin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5. Perangkat Oaerah adalah unsur pembantu BupaU dalam penyelenggara11J1 

pemenntahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat OPRO, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecam.atan, dan kelurahan. 

6. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Da.erah Kabupaten Rcjang Lebong. 
7. Dinas Perpustakaan dan Arsip Oaerah adalah Oinas Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Kabupaten Rcjang Lebong. 
8. Kepala Dinas adalah Kcpala Oinas Perpustakaan dan Arsip Oaerah 

Kabupaten Rejang Lebong. 
9. Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis adalah 

Sekrctariat, Bidang, Se.ksi, Sub Bagian, Unit Pclaksana Teknis pada Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Oaerah Kabupaten Rejang Lebong. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanj utnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kcpegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

I I . Jabatnn F'ungsional adalnh sekelompok jabatan yang berisi rungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan rungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tenentu. 

12. Jabatan struktural adalab suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu satuan org;mjsasi negara. 

BABU 
KEDUDUKAN 

Pasal2 

Oinas Perpustakaan dan Arsip Oaerah Tipe C merupakan unsur pelaksana 
urusan pemerinlahan bida,1g perpustakaan dan bidang kearsipan yang dipimpin 
oleh Kepala Oinas. 

Pasal 3 

(I) Oinas Perpustakaan dan Arsip Oaerah mempunyai tugas membantu Bupati 
dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang 
kearsipan yang menj ad i kewenangan Oaerah dan tugas pembantuan yang 
diberikan kepada Oaerah. 

(2) Oinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud pada ayat (I) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Lugasnya; 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dcngan lingkup tugasnya; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan o leh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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BAB 111 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal4 

Dinas Pcrpustakaan dan Arsip Dacrah terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Penyelenggaraan Perpuslakaan; 
d. Bidang Penyelenggaraan Kcarsipan; 
e. Unit Pclaksana Teknis; dan 
f. Kelompok Jabatan l'ungsional. 

PasalS 

( 11 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana. d.imaksud dalam Pasal 4 
huruf a, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati mehllu·i Sekretaris Daerah. 

(2) Sekrelariat sebagaimana din.1aksud dalrutl Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang sebagajmana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung j awab kepada Kepala 
Dinas melalui Sekretaris. 

(4) Unil Pelaksana Teknis sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 4 huruf e 
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dloas melalui Sekretaris. 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNCSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 6 

( I) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 
urusa.n pemerintahan bidang perpustakaan dan bidlang kearsipan yang 
menjadi kewenangan Daerah dan lugas pembantuan yang diberikan kepada 
Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Dinas mempunyai fungsi : 
a . penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perpustakaan dan 

kearsipan; 
b . pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perpustakaan dan 

kearsipan; 
c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

perpusta.kaan dan kearsipan; 
d. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 

di bidang perpustakaan dan kearsipan; 
e. pelaksanaan pembi.naan pcgawai di lingkungan Dinasj 
r. pelaksanaan pembinaan tcknis dan administratil pada Unit Pelaksana 

Tcknis Dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas; 
g. pclaksanaan monitoring serta evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar 

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang 
berlaku; 

h. penyampaian laporan basil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang 
tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberi'kan oleh Bupati terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 
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Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal7 

(I) Sekretariat mempunyai tugas menyusun program kerja, mengelola urusan 
keuangnn, kepegawaian , persurntan, kearsipa.n, rumnh ta11g:SD.: 
perlengkapan, dokumentasi dan informasi, pengkoordinasian identifl.J<as1 

produk hukum dacrah serta menginvcntarisir permasalahan kelembagaan 
se-suai dengan kctentuan peraturan penlndang-undangan. 

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sckretariat 
mempu nyai fungsi: 
a . pcngoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tuga.s dan fungsi 

organisasi; 
b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat 

meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi1 pelapora.n, dan 
hubungan masya.rakat serta keprotokolan; 

c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi 
urusan pcrsuratan, kearsipan serta kepegawaian~ 

d. penyclenggaraan urusan keua.ngan dan perlengkapan meliputi urusan 
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset dan 
perlengkapan; 

e. pengoordinasian dan penyusunan produk hukum dacrah; 
f. pelaksanaan koordinasi penye1enggaraan tugas - tugas dinas: 
g. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalia_n; 
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan 
1 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Oinas terkait denga.n 

tugas dan fungsinya. 

Pasal8 

(I) Sckretariat, terdiri da.ri: 
a. Sub Bagian Perencanaan, Hum.as dan Kepegawaian; dan 
b. Sub Bagian l<euangan, Tata Usaha dan Perlengkapan. 

(2) Sub Ba.gian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 9 

(I) Sub Bagian Perencanaan, Humas dan Kepega.walan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat ( I) huruf a, mempunyai tu gas mengumpulkan dan 
mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaJuasi dan 
pelaporan kegiatan, mengumpulkan data dan informasi permasalahan 
kelembagaan dan penataan kearsipan kcpegawaian. 

(2) Untuk melak.sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sub 
Bagian Percncanaan, Hu mas dan Kepesawaian mempunyai fungsi: 
a. penyiapan, penyusunan, dan analisi.s bahan rencan.a perumusan 

kebijakan, program, dan kegiatan; 
b. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana 

anggaran; 
c. pengumpulan, pengolahan dan analisis data hasil pemant.auan 

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; 
d. evaluasi dan pelaporan program, kcgiatan dan anggaran; 
e. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi 

pelaksanaan pub!ikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan 
media, dan hubungan antar lembaga; 

f. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian meliputi mutasi, pengembangan 
kruir, kesejahteraan, disiplin, dan pengelolaan administrasi kepegawaiao 
lainnya: dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang dib<,rika.n oleh Sekretaris terkait dengan 
tugas dan rungsinya. 
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Pasal 10 

(I) Sub Bagian Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 aya t (I) huruf b, mempunyai tugas mengkoordinasikan 
pe1aksanaan anggaran, mengelola administrasi persuratan, penata.an 
perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, infomta$i, menghimpUn 
peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum 
di bidang perpusta.kaan dan kearsipan. 

(2) Untuk melaksanakan tugns sebagaimana dimaksud pada ayat (J), Sub 
Bagian l(euangan, Tata Usaha dan Pcrlengkapan mcmpunyai fungsi : 
a. penyiapan pembinaan pe,rbendaharaan, tuntutan perbendaha.raan, 

pelayanan pembayaran dan pengelolaan kas; 
b . pelaksanaan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan; 
c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laJX)ran keuangani 
d . pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, persuratan, dan 

kerumahtanggaan; 
e. pclaksanaan kegiatan pemeliharaan, perawatan, kebersiban, keindahan, 

keamanan dan ketertiban bangunan gedung dan peralatan kerja; da.n 
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan 

Pasal 11 

(I) Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan mempunyai tu gas melaksanakan 
pengcmbangan koleksi, pengoJahan bahan perpustakaan, konsexvasi, 
layanan dan kerja sama perpustai<aan, alih media, otomasi perpustakaan, 
pembinaan dan pengcmbangan perpustakaan, pcmbinaan dan 
pengembangan tcnaga perpustakaan serta pengcmbangan pembudayaan 
kegemaran mcmbaca . 

(21 Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dlmaksud pada ayat ( I), Bldang 
Penyelenggaraan Perpustakaan mempunyai fungsi: 
a. penyusuna.n kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pe.ngadaan bahan 

pe.rpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local content}, 
dan pela.ksanaan kajian kebutuhan pemustaka; 

b. penyusw,an kebjjakan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk 
subjek, penyelesalan fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, dan 
pemasukan data ke pangkalan data; 

c. pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui 
pcrawatan, restorasi, dan penJilidan serta pembuatan sarana 
pcnyimpanan bahan perpustakaan: 

d . pelal<sanaan layanan dan kerja sama perpustakaan mcliputi layanan 
sirku.la.si, rujukan, literast informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan 
ekstensi (perpustakaan keliling, p0jok baca, dan sejenisnya), promosi 
layanan, petaksanaan kajian kepuasan pemustaka, kerja sama an tar 
perpustakaan dan membangun jejaring perpust.akaan; 

e. pelaksanaan alih media melakukan pelcstarian isi/nilai informasi bahWl 
perpustakaa,n termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan 
serta penyimpanan master informasi digital; 

r. pelaksanaan otomasi perpuslakaan meliputi pcngembangan teknologi, 
infonnasi dan komunikasi perpustakaan, serta pengelolaan website dan 
jaringan pcrpustakaan; 

g. pcngembangan semua jenis perpustakaan, impJementasi norma, standar, 
prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi 
pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/ sosialisasi, serta 
evaluasi pengembangan perpust.akaan; 
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h. pengembangan lenaga perpustakaan meliputi pendataan tena!l" 
_perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan t~kn•~ 
kepustakawanan, penilaian ang.ka kredit pustakawan, koonhnas1 

pengembang;\11 pustakawan dan tcnaga teknis perpustaka,8JJ • 
pemasyarakatan/ soslalisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga 
perpustakaan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkail dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

(I) Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan, terdiri dari: 
a. Seksi Pcngcmbangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan 

Perpustakaan; 
b. Seksi Layanan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan; dan 
c. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pcmbudayaan Kegcmaran 

Membaca. 
(2) Seksi sebaga.imana dimaksud pad a ayat (I) dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berada dibawah dan bertAnggung jawab kepada Kepala Bidang. 

Pasal 13 

(l) Seksi Pengembangan Kolcksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan 
Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I) huruf a, 
mempunyai tugas menyiapkan rumusan pelak$Slnaan kebijakan teknis, 
penyusunan, pembuatanJ pemetaan, pengembangan koleksi, pengolahan, 
dan konservasi bahan perpustakaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebaga.imana dimaksud pada ayat (!), Seksi 
Pcngembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan 
mempunyai rungsi ; 
a. penerimaan, pengolahao, dan verilikasi bahan perpustakaan; 
b. penyusunan deskripsi bibllografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan 

penyelesaian fisik bahan perpustakaan; 
c. pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data; 
d. penyusunan literatur sekunder; 
e. pelaksanaan survey kondisi bahan perpustakaan; 
r. pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan; 
g . pelak:sanaan kontrol kondisi ruang pe.nyimpanan; 
h. pembtrsihan debu, noda, dan selotape; 
i. pelaksanaan pemutiha.n, deasidifikasi, mending, dan mling bahan 

perpu stakaan; 
j. penjilidan da.n perbaikan bahan perpustakaan; 
k. pcrnbuatan folder, pamnet binding dan coveri 
I. pembuatan map dan portepel. 
m. penyusunan kebijakan pengembangan koleksi; 
n. pe)aksanaa.n hunting, sele:ksi, inventruisasi, dnn desiderata bahan 

perpustakaan; 
o. pelaksanaan pengembangan l<oleksi bahan pe·rpustakaan melalui 

pcmbelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan; 
p. pcnganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan 

transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya; 
q. pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content) di wilayahnya· 
r. pengumpulan;, penghimpunan, pengelolaan na.skah kuno dan koleksi 

daerah (local contenq; dan 
s . pelaksa.naan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Pasal 14 

(!) Seksi Layanan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan sebagaunana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I) hurur b, mempunyai tugas meny,apkan 
rumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan, pembuatan! 
penyelenggaraao , pengembangan layanan, alih media dan otomas1 

perpustakaan. . 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimal<sud pada ayat (1 1, Sekst 

Layanan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan mempunyai [ungsi : 
a. pengoordinasian penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan 

perangkat daerah, SUMO. instansi terkait dan masyarakat; 
b. penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanao infonnasi, Jayanan referensi. 

layanan pinjam ani:ar perpustakaan; 
c. penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan kclillng); 
d. penyusunan statistik perpustakaan; 
e. pelaksanaan bimbingan pemustaka; 
r. pelaksanaan stock opname dan penyiangan bahan pcrpustakaan 

(weeding); 
g. pelaksanaan promosi layanan; 
h . penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustal<a 

terhadap kolcksi perpustaJ<aan; 
i. pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka; 
j . pelaksanaan inisiasi ke1ja sa.ma perpustakaan; 
k. pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kcrja sama; 
I. pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan; 
m. pengembangan den penge1olaan ke.rja samajejarlng perpustal<a.a.n; 
n . pelaksanaan pelestarian isi/nilal informasl bahan perpustakaan dalatn 

hentuk mikrofilm maupun digital; 
o. pelaksanaan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan 

perpustakaan; 
p. penempelan identitas pada kotak mikrofilm/digital; 
q . pemasukan dat:a pada komputer; 
r. pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi, dan digital; 
s . pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan pangkalan 

data; 
t. pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan: 
u. pengelolaan dan pengembangan website; dan 
v. pelaksanaan rungsi la.in yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait 

dengan tugas dan rungsinya. 

Pasal 15 

( LI Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pcmbudayaan Kegemaran Membaca 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I) huru[ c, mempunyai tugas 
menyiapkan rumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan, 
pembuatan, penyelenggaraan, pengembangan perpustakaan dan 
pembudayaan kegemaran membaca. 

(21 Untuk melaksanaJ<an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seks.i 
Pengembangan Pcrpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 
mempunyai (ungsi : 
a . pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan perpustakaan.; 
b. penyiapan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK); 
c. pendataan perpustakaan; 
d. pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan; 
e. pemasyarakatan/ sosialisasi dan evalu.asi pengembangan perpustakaan; 
f. pendataan tenaga perpustaka.an; 
g. pelaksanaan bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis 

kepustakawanan; 
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~_,,.-- h . penilaian angka kredit pustakawan; 

i. .pelaksanaan koorclinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis 
perpustakaan; 

j. pelaksanaan evaluasi pembinaan tcnaga pcrpustakaan; 
k . pengkajian minat baca masyarakat; 
I. pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca; 
m. pengoordinas ian pemasyarakatan/sosialisasi pembudayaan kegemaran 

membaca~ 
n. pelaksanaan evaluasi pembudayaan kegemnran membaca; dan 
o. pelaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungs[nya. 

Bagian Keempat 
Bidang Penyelenggaraan Kearsipan 

Pasal 16 

(I ) Bidang Penyelenggaraan Kearsipan mempunyai tu gas menyelcnggarakan dan 
rnelaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengelolaan 
kearsipan. 

(21 Untuk melaksanakan tugas scbagaimana climaksud pada ayat (I), Bldang 
Penyelenggaraa.n Kearsipan mernpunyai fungsi : 
a . pengoordinasian pcnyelenggaraan kea rs:ipan; 
b. penyiapan bahan pcnyusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas 

sumbcr daya mar\Usia kearsipan; 
c. penyiapan bahan pcrumusan kebijakan teknis pembinaan kearsipan, 

penga\vasan kearsipan, pengelolaan arsip sta.tis dan dinamis; 
d . pemberian blmbingan, supervlsl, dan kons ultasi peiaksanaan kearslpan; 
e. pelaksanaan sosialisasi kearsipan; 
f. pcrencanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan: 
g. pelaksana.an percncanaan program pengawasa.n kearsipan; 
h . pelaksanaan audit kearslpan ; 
i. pclaksanaan penilaian hasil pengawasan kearsipan; 
j . pelaksanaan monitoring hasil pengawasan kearsipan; 
l. pelaksanaan alih media da.n reproduksi arsip dinarnis; 
m. pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip; 
n . pelaksanaan pengolahan dan prescrvasi arsip; dan 
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KcpaJa Dinas tcrkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 17 

(I) Bidang Penyelenggarnan Kearsipan, terdiri dari: 
a . Seksi Pembinaan Kearsipan; 
b. Seksi Pengawasan Kearsipan; dan 
c. Seksi Pengelolaan Arsip. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {I) d ipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada dibawab dan bertanggung jawab kcpada Kepala Bidang. 

Pasal 18 

(1) Seksi Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 17 ayat (I) 
hurur a, mempunyai tugas menyiapkan rumusan pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang pembinaan kearsipan. 

(2) Untuk melaksanalc.in tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {I ), Seksi 
Pembinaan Ke.atsipan mempunya.i fungsi : 
a. perencanaan, bimbingan dan konsultasi pcnyelenggaraan kearsipan pada 

perangkat daerah dan Dinas; 
b. pelaksanaan sosialisasi dan pcnyuluhan kearslpan pada pcrangkal 

dacrah dan Dinas; dan 
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pelaksanaan superv1s1 dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada 
pemngkat daerah dan Dinas; 

d. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan konsultasi peJaksa~aa~ 
kearsipan pada perusabaan, organisasi kemasyarakatan/orgarusas• 
politik dan masyarakat; . 

e. pelaksanaan sosia1isasi kearsipan pada perusahaan. organisasi 
kemasyarakatan/organisasi politik dan masyarakat; 

(. pele,ksanaan pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksa.naan kea.rsipan 
pada perusahaan, organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik dan 
masyarakat. 

g. pelaksanaan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian 
bimbingan dan konsultasi, dan pengendalian di bidang perencanaan 
kebutuhan jabatan fungsional arsiparis di daerah, serta bimbingan dan 
konsultasi $OM kearsipan, pengelolaan data, evaluasi Cungsi dan tugas 
jabatan rungsional arsiparis; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 
tugas dan rungsinya. 

Pasal 19 

fl) Seksi Pengawasan Kearsipan scbagaunana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I) 
huruf b, mcmpunyal tugas menyiapkan rumusan pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang pengawasan kearsipan . 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Scksi 
Pengawasan Kearsipan mempunyai fungsi : 
a . pelaksanaan perencanaan pengawasan kearsipan pada perangkat daerah; 
b . pelaksanaan audit kcarsipan pada perangkat dacrah; 
c. pclaksanaan penilaian hasil pengawasan kearsipan pada perangkat 

dacrah; 
d . pelaksanaan monitoring hasil pengawasan kearsipan pada perangkat 

daerah; 
e. pelaksa.na.an perencanaan pengawasan kearsipan pada perusahaan, dan 

organisasi kcmasyarakatan/organisasi politik; 
r. pelaksanaan audit kearsipan pada perusahaan, dan orga.nisasi 

kemasyarakatan/o rganisasi politik; 
g. pelaksanaan penilaian hasil pengawasan kearsipan pada perusahaan, 

dan organisasi kemasyara.katan/organisasi politik; 
h . pelaksanaan monitoring basil pengawasan kearsipan pada pcrusahaan, 

dan organisasi kemasyarakatan/organisasi politik; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang d iberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 20 

(I) Seksi Pengelolaan Arsip sebagaima.na. dimaksud da.lam Pa.sat 17 a.ya\ (1) 
huruf c, mempunyai tugas menyiapkan rumusan pelaksanaan kcbijakan 
teknis di bidang pengelolaan kearsipan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Pengelolaan Arsip mempunyal fungsi: 
a. pelaksanaan pembinaan kepada unit pengolah dalam menyampaikan 

daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling lama 6 (cnam) bulan 
setclah pelaksanaan kegiatan; 

b. penyediaan, pengolahan, dan penyajian ar&ip inaktif untuk kepentingan 
penggunaan internal dan kepentingan publik; 

c. pelaksanaan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penawu, dan 
pcnyimpanan arsip inakti.f; 

d. pelaksanaan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan 
penyusunan daftar arsip innktif; 

e . pelaksanaan pemindahan arsip inaktif di lingkungan pemerintah dae~; __ _ 
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~ laksana~ ~onitoring, peni;~ dan verifikasi terhadap lisik ..,-sip dan 
. daftar arsip; 

g. pelaksanaan persiapan penetapan status arsip statis; 
h . pelaksanaan pemusnahan arsip: 
i. pelaksanaan persiapan penyerahan arsip statis; 
j. penerimaan lisik arsip dan dallar ars.ip; 
k. pelaksanaan penataan infonnasi arslp statis; 
I. pelaksanaan penataan fisik arsip statis; 
m. penyusunan guide. dartar, dan inventaris arsip statis; 
n. pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan pelindungan arsip statis; 
o. pelaksanaan perawatan dan perbaikan arsip statis serta penyeJamatan 

arsip statis akibal bencana: 
p. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip statis; 
q. pelaksanaan pengujian autentisitas arsip statis; 
r. pelaksanaan layanan arsip dinamis, Bayanan ar$ip statis, penyajian 

iofonnasi, pene1usuran arsip statis, menyiapkan bahan dalam rangka 
penerbitan naskah sumber arsip, melaks.anakan pameran arsip statis dan 
mengelola pengaduan masyarakat; 

s. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendayagunaan 
teknologi infonnasi kearsipan; dan 

t . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

BABV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 21 

(!) Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C dapat dibentuk Unit 
Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas. 

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-ttndangan. 

BABVI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 22 

( I) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
Jabatan F'ungsional yang terbagi dalam be,rbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dipimpin oleh $COn>,Pg tel)aga fungsion<\1 $Cnior yang ditunjuk dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Din as. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( J ), 
ditentukan berdasarkan kebutuban dan beban kerja. 

(4) Jenis Jabatan Pungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ditetapkan 
sesuai dcngan ketentuan peraturan Perundang- undangan. 

BAB VII 
KEPEOAWAlAN 

Pasal23 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, 
Kepala Unit Pcla.ksana Teknis dan jabatan fungsional, diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan. 
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Pasal24 
' 

(I) Kepala Dinas merupakart jabatan eselon Jib atau jaoo.tan pimpinan tinggi 
pratama. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator. 
(3) Kepala Bidang merupaka.n jabatan eselon lllb atau jabatan administrator. 
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi mcrupakan jabatan eselon !Va atau 

jabatan pengawas. 

BAB VIII 
TATA KERJA DAN LAPORAN 

Bagian Kesatu 
Tata Kerja 
Pasal 25 

(I) Oalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan strt1ktural dan 
jabatan fungslonal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar 
satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsin,ya. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Oinas Perpustakaan dan Arslp Daerah wajib 
memiinpirl, membi,na, mengawasj, mengendalikan, mengarah.kan dart 
mengevaluasi serta memberi pelunjuk kcrja kepada bawahannya. 

(3) Kepa)a Oinas dan seluruh pejabat struktural di Oinas Perpustal<aan dan 
Arsip Daerah ,;i.•ajih melaksa.naka.n fungsi pengawasan mclekat dalam unit 
kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
untuk penyclesaian masalah sesuai dengan peraturan perunda.ngaundangan. 

Bagian Kedua 
Laporan 
Pasal 26 

(I) Kcpala Oinas wajib menyamprukan laporan pelaksanaan tugasnya secara 
periodik maupun sewaktu•waktu dan memberikan pe:njelasan teknis atau 
keterangan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Perpustakaan dan Arsip Oaerah wajib 
mematuhi kebijakan yang dl tetapkan dan wajib me:nyampaikan laporan 
pe.laksanaan tugas baik secara pcriodik maupun sewaktu-waktu serta 
membcrikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing­
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Perpustal<aan dan Arsip Oaerah wajib 
mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai 
bahan cvatuasi dan laporan dalam memberikan saran pertlmbangan kepada 
Bupati guna perumusan kebijakan lebih lanjut. 

BAB IX 
KETl':NTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 27 

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tid.a.k terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BABX 
Pl':NUTUP 

PaMI 28 

HaJ-hal yang bclum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenal 
teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 
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Pasal 29 

Perat.;ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, meme•rintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal ]/ N/,m} 2018 

BUPATI REJAl'IG LEBONG, 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 11 "'"'" I 2018 

S DAERAH 
AKGLEBONG, 

H. R. A. DENNI 

,.- -- -.. -, -- -~=~~ l 
: , .. , '"". . ,', f :--:UK.Ir.· 

rj -. .-:._ .... , .. );1__ >' · I 
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SERITA DAERAH KABUPATEN RE.JANG LEBONG TAHUN 20flfNOMOR ',f:J 
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